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	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2015/2016

	
	PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  FAKULTAS HUKUM 

	
	UNIVERSITAS ESA UNGGUL

	

	Mata kuliah
	:
	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
	Kode MK
	:
	HKM 303

	Mata kuliah prasyarat
	:
	
	Bobot MK
	:
	3 SKS

	Dosen Pengampu
	:
	Drs.AGUS PRIBADIONO, SH,MH.
	Kode Dosen
	:
	7096

	Alokasi Waktu
	:
	Tatap Muka 14 x 100 menit, tidak ada  praktik, tidak ada on line

	Capaian Pembelajaran
	:
	1. Mahasiswa mampu memahami ilmu Hukum Administrasi Negara dan penerapannya dalam penulisan Karya Ilmiah.
2. Mahasiswa mampu memahami  Hukum Administrasi negara berkaitan dengan konsep-konsep wewenang, Keputusan Tata Usaha Negara, tugas dan fungsi pelayanan masyarakat dari  pejabat publik dalam negara hukum kesejahteraan berdasarkan peraturan perundangan,   asas asas umum pemerintahan umum yang baik dan prinsip good governance. 



	
	
	

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN 
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	1
	Mahasiswa mampu mengetahui dan menguraikan keterkaitan Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 

	Pengantar:
Kontrak pembelajaran, keterkaitan antara Ilmu Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
	1. Metode  Contextual instruction.
2. Media: kelas,komputer, LCD,whiteboard, web.
3. Presentasi dan diskusi kelompok mahasiswa

	1. Ilmu Administrasi Negara

2. Naning, Ramdlon, SH Gatra Ilmu Negara (Yogyakarta: penerbit Liberty,1983 ),pp.1-5
3. Ashiddiqie ,Jimly, Pengantar Hukum Tata Negara, ( Jakarta, Rajawali,cet. Ke 5, 2013), pp. 12,56,54. 
4. Sunindhia, et.al., Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi, Jakarta,RinekaCipta,1990. Pp.7-37.

5. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Rajawali,edisi revisi,2016.) pp. 11,17,21

	Menguraikan pengertian dan keterkaitan Ilmu Administrasi negara, Ilmu Negara,  Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi negara dengan benar

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN 
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	2
	Mahasiswa mampu memberikan Definisi dan pengertian Hukum Administrasi Negara
Asas asas Hukum Administrasi Negara: Asas Formil dan asas materil Hukum Administrasi Negara

	Pengertian dan definisi Hukum Administrasi Negara dari sarjana dan ahli Hukum Administrasi Negara.
Mampu menjelaskan asas asas Hukum Administrasi Negar : asas Formil dan Asas Materil serta AUPB
	1. Metode  Contextual instruction.
2. Media: kelas,komputer, LCD,whiteboard, web.
3. Presentasi dan diskusi  kelompok mahasiswa
	1. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Rajawali,edisi revisi,2016.) pp. 25-38
2. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Rajawali,edisi revisi,2016.) pp.54-56
	Menguraikan pengertian definis dan pengertian Hukum Administrasi Negara dan menguraikan pengertian Asas asas HAN formil dan Asas HAN Materil dengan benar.

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN 
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	3
	Mahasiswa mampu menguraikan kedudukan dan hubungan  Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Mampu menjelaskan HAN pada pembidangan  hukum public dan bidang hukum privat  

	Pengertian kedudukan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dan pembidangan hukum public dan hukum privat pada Hukum Administrasi Negara

	1. Metode  Contextual instruction.

2. Media: kelas,komputer, LCD,whiteboard, web.
3. Presentasi dan diskusi kelompok mahasiswa
	1. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Rajawali,edisi revisi,2016.) pp. 46

2. Koentjoro, Diana Halim, Hukum Administrasi negara,( Jakarta, Ghalia Indonesia,2004) pp.18-22.
	Menguraikan kedudukan dan hubungan HukumTata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
Mampu menjelaskan Hukum Administrasi Negara dalam pembidangan 
hukum  publik dan hukum privat dengan benar.

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN 
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	4
	Mahasiswa  mampu menguraikan tentang Kewenangan dan Tindakan Pemerintah dalam lingkup Hukum Administrasi negara,tindakan hukum dan tindakan nyata dan dasar kewenangan Atribusi, Delegasi dan mandate.
Pengertian Keputusan Pemerintah beschiking sebagai konsep inti dalam hukum administrasi

	Konsep kewenangan pejabat/lembaga pemerintah Administrasi negara dan konsep  Tindakan Pemerintah berdasarkan kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. Konsep Keputusan administrasi /Pemerintah
	1. Metode  Contextual instruction.
2. Media: kelas,komputer, LCD,whiteboard, web.
3. Presentasi dan diskusi kelompok mahasisiswa
	1. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Rajawali,edisi revisi,2016.) pp. 90-112,141
2. Koentjoro, Diana Halim, Hukum Administrasi negara,( Jakarta, Ghalia Indonesia,2004) pp.56
3. Undang Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN
	Menguraikan tentang kewenangan dan Tindakan Pemerintah/administrasi Negara dalam bentuk keputusan administrasi dengan benar

	5
	Mahasiswa mampu menguraikan tentang teori situasi dan kondisi, kekuasaan diskresi Pemerintah dalam rangka mengisi ruang kosong peraturan perundangan

	Pengaturan Konsep diskresi pejabat/lembagapemerintah, teori situasi dan kondisi , mengisi ruang kosong per Uuan.
	1. Metode  Contextual instruction.
2. Media: kelas,komputer, LCD,whiteboard, web.
3. Presentasi dan diskusi kelompok mahasisiswa
	1. Undang Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

2. Darumurti, Krishna D.,Kekuasaan Diskresi Pemerintah (Bandung, Citra Aditya Bakti,2012.)pp 6-9 

3. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Rajawali,edisi revisi,2016.) pp. 169
	Menguraikan pengertian situasi dan kondisi, pengertian diskresi sebagai tindakan pemerintah/administrasi negara dengan benar

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN 
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	6
	Mahasiswa mampu menguraikan tentang tindakan diskresi pemerintah /administrasi negara
Baik beschiking/Keputusan TUN maupun Regeling/Peraturan kebijaksanaan,macam K-TUN  baik K-TUN deklaratif dan KTUN konstitutif.
	Pengertian Konsep-konsep beschiking /K-TUN dan Regeling/ Peraturan kebijaksanaan
	1. Metode  Contextual instruction.
2. Media: kelas,komputer, LCD,whiteboard, web.
3. Presentasi dan diskusi kelompok mahasisiswa
	1. Undang Undang No. 30 tahun 2014 tentang Pemerintahan. Pasal 22

2. Darumurti, Krishna D.,Kekuasaan Diskresi Pemerintah (Bandung, Citra Aditya Bakti,2012.)pp 6-9 

3. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Rajawali,edisi revisi,2016.) pp. 169
	Menguraikan pengertian tindakan diskresi dalam bentuk tindakan beschiking dan regeling.

	7
	Mahasiswa mampu menguraikan tentang Instrument pemerintah
Berupa peraturan perundangan, K-TUN, Peraturan Kebijaksanaan, rencana-rencana,perizinan dan instrument keperdataan
	Pengertian konsep-konsep instrument pemerintahan: Peraturan perundangan,K-TUN,Peraturan kebijaksanaan,rencana-rencana,perizinan dan instrument keperdataan;
	1. Metode  Contextual instruction.
2. Media: kelas,komputer, LCD,whiteboard, web.
3. Presentasi dan diskusi kelompok mahasisiswa
	1. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Rajawali,edisi revisi,2016.)
2. Undang Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun dan perubahannya, UU 9 tahun 2004 tentang Perubahan 5 tahun 1986, UU no. 51 tahun 2009 perubahan kedua UU 5 tahun 1986.
	Menguraikan konsep konsep instrumen pemerintah peraturan Perundangan, K-TUN, Peraturan Kebijaksanaan, rencana-rencana, perizinan dan instrumen keperdataan dengan benar

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN 
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	8
	Mahasiswa mampu menguraikan fungsi AUPB dan Good Government

	Pengertian dan sejarah AUPB dan good goverment
	1. Metode  Contextual instruction.
2. Media: kelas,komputer, LCD,whiteboard, web.
3. Presentasi dan diskusi kelompok mahasisiswa
	1. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Rajawali,edisi revisi,2016.)

2. Undang Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun dan perubahannya, UU 9 tahun 2004 tentang Perubahan 5 tahun 1986, UU no. 51 tahun 2009 perubahan kedua UU 5 tahun 1986.
	Menguraikan konsep konsep AUPB dan Good Goverment dengan benar.

	9
	Mahasiswa mampu menguraikan hukum kepegawaian pemerintah, jabatan dan pejabat negara, pemerintah dan Aparatur Sipil Negara.

	Pengertian kepegawaian pemerintah, pejabat nagara dan kedudukan pejabat negara, pengertian PPK dalam Aparatur Sipil Negara
	1. Metode  Contextual instruction.
2. Media: kelas,komputer, LCD,whiteboard, web.
3. Presentasi dan diskusi kelompok mahasisiswa
	1. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Rajawali,edisi revisi,2016.)

2. Undang Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun dan perubahannya, UU 9 tahun 2004 tentang Perubahan 5 tahun 1986, UU no. 51 tahun 2009 perubahan kedua UU 5 tahun 1986.
	Menguraikan konsep konsep dan pengertian Kepegawaian pemerintah, pejabat negara dengan benar.
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	BENTUK PEMBELAJARAN 
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PENILAIAN

	10
	Mahasiswa mampu menguraikan  hukum Keuangan negara , prinsip keuangan negara anggaran berbasis kinerja dan BUMN/D, pemeriksaan keuangan negara

	Pengertian keuangan negara dan prinsip keuangan negara, peran dan fungsi BUMN/D,
	1. Metode  Contextual instruction.
2. Media: kelas,komputer, LCD,White board, web.
3. Presentasi dan diskusi kelompok mahasisiswa
	5. HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, Rajawali,edisi revisi,2016.)

6. Undang Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

7. Undang Undangno. 1 tahun 2004 tentang  Perbendaharaan

8. Undang Undang no.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara

9. Undang Undang no.19 tahun 2003 tentang BUMN.


	Menguraikan konsep keuangan negara, peran dan fungsi BUMN/D, konsep perbendaharaannegara, konsep pemeriksaan keuangan negara dengan benar
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AKHIR
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PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN 
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PEMBELAJARAN
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	11
	Mahasiswa mampu menguraikan pelayanan  public , konsep standar pelayanan,maklumat pelayanan, bentuk perizinan perizinan dalam berbagai bentuknya
Dan keterbukaan informasi Publik,konsep informasi, komisi Informasi, sengketa informasi, mediasi,ajudikasi,pengguna informasi,pemohon informasi dalam rangka layanan publik
	Pengertian dari konsep pelayanan publik, informasi publik, keterbukaan informasi publik, hak seseorang atas informasi
	1. Metode  Contextual instruction.
2. Media: kelas,komputer, LCD,White board, web.
3. Presentasi dan diskusi kelompok mahasisiswa
	1. Napitupulu, Paimin, Pelayanan Publik dan Customer satisfaction, Bandung,Alumni,2007 )pp.165
2.  Undang undang No.23 tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

	Menguraikan konsep pelayanan public, perizinan, keterbukaan informasi,komisi informasi,sengketa infromasi,mediasi, ajudikasi, pengguna dan pemohioninformasi.

	12
	Mahasiswa mampu menguraikan konsep konsep Pemerintahan Daerah, pengertian konsep konsep devolution dan manfaat, devolution dan pelayanan public ,asas asas pemerintahan daerah Desentralisasi,dekonsentrasi dan pembantuan /medebewind
	Pengertian devolution, devolution dan pelayanan publik, asas asas pemerintahan daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan perbantuan medebewind
Pelayanan publik dan d
	1. Metode  Contextual instruction.
2. Media: kelas,komputer, LCD,whiteboard, web.
3. Presentasi dan diskusi kelompok mahasisiswa
	4. Muluk,MR Khairul, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Jakarta Bayumedia,2005)pp.3
5. Undang undang No.23 tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
	Menguraikan konsep devolusi, pemerintahan daerah dan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan perbantuan dengan benar dan akurat.

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN 
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	13
	Mahasiswa mampu menguraikan konsep ombudsman dan pelayanan public
Pengertian maladministrasi,laporan dan rekomendasi komisi.

	Pengertian dan konsep maldministrasi, laporan dan rekoemdasi komisi
	1. Metode  Contextual instruction.
2. Media: kelas,komputer, LCD,whiteboard, web.
3. Presentasi dan diskusi kelompok mahasisiswa
	Syamsuddin , Aziz, Ombudsman Republik Indonesia: merengkuh Keluhan rakyat,menjewer pejabat, Jakarta, 2009)pp30-41

Undang undang No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
	Menguraikan konsep ombudsman, maladministrasi, laporan dan rekomendasi komisombudsman dengan benar dan akurat.

	14
	Mahasiswa mampu menguraikan objek sengketa antara pejabat public dengan masyarakat, perbuatan melawan hukum pejabat, perlindungan pejabat public dan masyarakat kompetensi absolut dan relative dan putusan pengadilan TUN, ex nunc dan ex tunc

	Objek sengketa tata usaha negara,  peradilan TUN kompetensi absolut dan kompetensi relatif, Perlindungan masyrakat,perlindungan pejabat publik
	1. Metode  Contextual instruction.
2. Media: kelas,komputer, LCD,whiteboard, web.
3. Presentasi dan diskusi kelompok mahasisiswa
	1. Hadjon,Philipus M, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Jakarta, Bina Ilmu,1987)pp.1-20

2. Mertokusumo,Sudikno, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, Yogyakarta,Cahaya Pustaka, 2014.pp5-11,37
3. Dani,Umar, Putusan Pengadilan Non executable: proses dan dinamika dalam konteks PTUN, Jakarta, Genta, 2015)pp.37,54

4. Undang Undang No.5 tahun 1986 dan perubahan kedua UU no. 51 tahun 2009.
	Mampu menguraikan objek sengketa TUN antara pejabat dengan warga negara, perlindungan pejabat dan warga negara ,kompetensi absolut dan relatif peradilan TUN. Putusan Peratun: ex nunc dan ex tunc
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EVALUASI PEMBELAJARAN
	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	1
	Pre test dan Post test

	Tes tulisan
	Menguraikan  keterkaitan konsep ilmu negara, ilmu hukum tata negara dan Hukum Administrasi Negara dengan benar dan sempurna
	Menguraikan konsep ilmu negara, Hukum Tata Negara dan keterkaitan dengan Hukum Administrasi Negara dengan benar
	Menguraikan konsep ilmu negara,  Hukum Tata Negara  dan keterkaitan dengan Hukum Administrasi negara secara kurang benar
	Hanya menguraikan sedikit tentang ilmu negara,HukumTata Negara dan keterkaitan, dengan Hukum Administrasi Negara dan kurang benar
	Tidak menguraikan,ilmu negara , Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sama sekali
	10%

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	2
	Progress test dan Post test

	Tes  tulisan (tugas)
	Membuat resume dan   memaparkan tentang pengertian dan definisi hukum administrasi negara secara benar dan sempurna
Mahasiswa mampu memberikan Definisi dan pengertian Hukum Administrasi Negara

Asas asas Hukum Administrasi Negara: Asas Formil dan asas materil Hukum Administrasi Negara
	Membuat resume dan memparkan tentang pengertian dan definisi hukum administrasi negara secara benar
	Membuat resume dan memaparkan pengertian dan definisi hukumadministrasi negara secara kurang benar
	Tetapi tidak memaparkan pengertian dan definisi hukum administrasi negara
	Tidak memaparkan sama sekali tentang pengertian dan definisi hukum administrasi negara
	10%

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	3
	Post test

	Tes tulisan (UTS)
	Mampu menguraikan kedudukan dan hubungan  Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Mampu menjelaskan HAN pada pembidangan  hukum public dan bidang hukum privat, secara benar dan sempurna  

	Mampu menguraikan kedudukan dan hubungan  Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Mampu menjelaskan HAN pada pembidangan  hukum public dan bidang hukum privat, secara benar
	Mampu menguraikan kedudukan dan hubungan  Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Mampu menjelaskan HAN pada pembidangan  hukum public dan bidang hukum privat, kurang benar.
	menguraikan kedudukan dan hubungan  Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Mampu menjelaskan HAN pada pembidangan  hukum public dan bidang hukum privat, tidak tepat
	Tidak menguraikan dan tidak tepat tentang  kedudukan dan hubungan  Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Mampu menjelaskan HAN pada pembidangan  hukum public dan bidang hukum privat, 
	5%

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	4
	Progress test dan Post test

	Tes tulisan (tugas)
	Menguraikan tentang Kewenangan dan Tindakan Pemerintah dalam lingkup Hukum Administrasi negara,tindakan hukum dan tindakan nyata. Dasar dan dasar kewenangan Atribusi, Delegasi dan mandate.

Pengertian Keputusan Pemerintah beschiking sebagai konsep inti dalam hukum administrasi, secara benar dan sempurna

	Menguraikan tentang Kewenangan dan Tindakan Pemerintah dalam lingkup Hukum Administrasi negara,tindakan hukum dan tindakan nyata. Dasar dan dasar kewenangan Atribusi, Delegasi dan mandate.

Pengertian Keputusan Pemerintah beschiking sebagai konsep inti dalam hukum administrasi, secara benar
	
	
	
	10%

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	5
	Post test

	Tes  tulisan (UTS)
	Menguraikan tentang teori situasi dan kondisi, kekuasaan diskresi Pemerintah dalam rangka mengisi ruang kosong peraturan perundangan, secara benar dan sempurna

	Menguraikan tentang teori situasi dan kondisi, kekuasaan diskresi Pemerintah dalam rangka mengisi ruang kosong peraturan perundangan, secara benar.

	Menguraikan tentang Kewenangan dan Tindakan Pemerintah dalam lingkup Hukum Administrasi negara,tindakan hukum dan tindakan nyata. Dasar dan dasar kewenangan Atribusi, Delegasi dan mandate.

Pengertian Keputusan Pemerintah beschiking sebagai konsep inti dalam hukum administrasi, kurang benar
	Tidak menguraikan tentang Kewenangan dan Tindakan Pemerintah dalam lingkup Hukum Administrasi negara,tindakan hukum dan tindakan nyata. Dasar dan dasar kewenangan Atribusi, Delegasi dan mandate.

Pengertian Keputusan Pemerintah beschiking sebagai konsep inti dalam hukum administrasi
	Tidak menguraikan sama sekali tentang Kewenangan dan Tindakan Pemerintah dalam lingkup Hukum Administrasi negara,tindakan hukum dan tindakan nyata. Dasar dan dasar kewenangan Atribusi, Delegasi dan mandate.

Pengertian Keputusan Pemerintah beschiking sebagai konsep inti dalam hukum administrasi
	10%

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	6
	Post test

	Tes tulisan (UTS)
	Menguraikan tentang tindakan diskresi pemerintah /administrasi negara
Baik beschiking/ Keputusan TUN maupun Regeling/ Peraturan kebijaksanaan, macam K-TUN  baik K-TUN deklaratif dan KTUN konstitutif, secara benar dan sempurna.
	Menguraikan tentang tindakan diskresi pemerintah /administrasi negara
Baik beschiking/Keputusan TUN maupun Regeling/Peraturan kebijaksanaan,macam K-TUN  baik K-TUN deklaratif dan KTUN konstitutif, secara benar
	Menguraikan tentang tindakan diskresi pemerintah /administrasi negara
Baik beschiking/Keputusan TUN maupun Regeling/Peraturan kebijaksanaan,macam K-TUN  baik K-TUN deklaratif dan KTUN konstitutif, kurang benar
	Tidak Menguraikan tentang tindakan diskresi pemerintah /administrasi negara
Baik beschiking/Keputusan TUN maupun Regeling/Peraturan kebijaksanaan,macam K-TUN  baik K-TUN deklaratif dan KTUN konstitutif,
	Tidak menguraikan sama sekali tentang tindakan diskresi pemerintah /administrasi negara
Baik beschiking/Keputusan TUN maupun Regeling/Peraturan kebijaksanaan,macam K-TUN  baik K-TUN deklaratif dan KTUN konstitutif,
	5%
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	PROSE-DUR
	BEN-TUK
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	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT
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	Tes lisan dan quiz (digunakan sebagai nilai bonus)
	Menguraikan tentang Instrument pemerintah
Berupa peraturan perundangan, K-TUN, Peraturan Kebijaksanaan, rencana-rencana,perizinan dan instrument keperdataan, secara benar dan sempurna
	Menguraikan tentang Instrument pemerintah
Berupa peraturan perundangan, K-TUN, Peraturan Kebijaksanaan, rencana-rencana,perizinan dan instrument keperdataan, secara benar.
	Menguraikan tentang teori situasi dan kondisi, kekuasaan diskresi Pemerintah dalam rangka mengisi ruang kosong peraturan perundangan, secara kurang benar.

	Tidak menguraikan tentang teori situasi dan kondisi, kekuasaan diskresi Pemerintah dalam rangka mengisi ruang kosong peraturan perundangan,
	Tidak menguraikan sama sekali tentang teori situasi dan kondisi, kekuasaan diskresi Pemerintah dalam rangka mengisi ruang kosong peraturan perundangan,
	0%

	8
	Progress test dan progress

	Tes tulisan (tugas)
	Menguraikan fungsi AUPB dan Good Government, secara benar dan sempurna

	Menguraikan fungsi AUPB dan Good Government, secara benar
	Menguraikan fungsi AUPB dan Good Government, secara kurang benar
	Tidak menguraikan fungsi AUPB dan Good Government, secara benar
	Sama sekalit tidak menguraikan fungsi AUPB dan Good Government, secara benar
	10%
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	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT
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	Post test

	Tes kisan dan quiz (digunakan sebagai nilai bonus tambahan)
	Menguraikan hukum kepegawaian pemerintah, jabatan dan pejabat negara, pemerintah dan Aparatur Sipil Negara,secara benar dan sempurna.

	Menguraikan hukum kepegawaian pemerintah, jabatan dan pejabat negara, pemerintah dan Aparatur Sipil Negara,secara benar
	Menguraikan hukum kepegawaian pemerintah, jabatan dan pejabat negara, pemerintah dan Aparatur Sipil Negara,secara kurang benar
	Tidak menguraikan hukum kepegawaian pemerintah, jabatan dan pejabat negara, pemerintah dan Aparatur Sipil Negara,secara benar
	Tidak menguraikan sama sekali hukum kepegawaian pemerintah, jabatan dan pejabat negara, pemerintah dan Aparatur Sipil Negara,secara benar
	0%

	10
	Post test

	Tes tulisan (UAS)
	Menguraikan  hukum Keuangan negara , prinsip keuangan negara anggaran berbasis kinerja dan BUMN/D, pemeriksaan keuangan negara, secara benar dan sempurna

	Menguraikan  hukum Keuangan negara , prinsip keuangan negara anggaran berbasis kinerja dan BUMN/D, pemeriksaan keuangan negara, secara benar.

	Menguraikan  hukum Keuangan negara , prinsip keuangan negara anggaran berbasis kinerja dan BUMN/D, pemeriksaan keuangan negara, secara benar dan sempurna
	Tidak Menguraikan  hukum Keuangan negara , prinsip keuangan negara anggaran berbasis kinerja dan BUMN/D, pemeriksaan keuangan negara.

	Tidak Menguraikan  sama sekali hukum Keuangan negara , prinsip keuangan negara anggaran berbasis kinerja dan BUMN/D, pemeriksaan keuangan negara.
	5%
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	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT
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	Post test

	Tes tulisan (tugas)
	Menguraikan konsep pelayanan  public , konsep standar pelayanan,maklumat pelayanan, bentuk perizinan perizinan dalam berbagai bentuknya
Dan keterbukaan informasi Publik,konsep informasi, komisi Informasi, sengketa informasi, mediasi,ajudikasi,pengguna informasi,pemohon informasi dalam rangka layanan public, secara benar dan sempurna
	Menguraikan konsep pelayanan  public , konsep standar pelayanan,maklumat pelayanan, bentuk perizinan perizinan dalam berbagai bentuknya
Dan keterbukaan informasi Publik,konsep informasi, komisi Informasi, sengketa informasi, mediasi,ajudikasi,pengguna informasi,pemohon informasi dalam rangka layanan public, secara benar.
	Menguraikan konsep pelayanan  public , konsep standar pelayanan,maklumat pelayanan, bentuk perizinan perizinan dalam berbagai bentuknya
Dan keterbukaan informasi Publik,konsep informasi, komisi Informasi, sengketa informasi, mediasi,ajudikasi,pengguna informasi,pemohon informasi dalam rangka layanan public, secara kurang benar 
	Tidak menguraikan konsep pelayanan  public , konsep standar pelayanan,maklumat pelayanan, bentuk perizinan perizinan dalam berbagai bentuknya
Dan keterbukaan informasi Publik,konsep informasi, komisi Informasi, sengketa informasi, mediasi,ajudikasi,pengguna informasi,pemohon informasi dalam rangka layanan public, secara benar dan sempurna
	Tidak menguraikan sama sekali konsep pelayanan  public , konsep standar pelayanan,maklumat pelayanan, bentuk perizinan perizinan dalam berbagai bentuknya
Dan keterbukaan informasi Publik,konsep informasi, komisi Informasi, sengketa informasi, mediasi,ajudikasi,pengguna informasi,pemohon informasi dalam rangka layanan public, secara benar dan sempurna
	10%
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	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT
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	Post test

	Tes Tulisan (UAS)
	Menguraikan konsep konsep Pemerintahan Daerah, pengertian konsep konsep devolution dan manfaat, devolution dan pelayanan public ,asas asas pemerintahan daerah Desentralisasi,dekonsentrasi dan pembantuan /medebewind, secara benar dan sempurna

	Menguraikan konsep konsep Pemerintahan Daerah, pengertian konsep konsep devolution dan manfaat, devolution dan pelayanan public ,asas asas pemerintahan daerah Desentralisasi,dekonsentrasi dan pembantuan /medebewind, secara benar.

	Menguraikan konsep konsep Pemerintahan Daerah, pengertian konsep konsep devolution dan manfaat, devolution dan pelayanan public ,asas asas pemerintahan daerah Desentralisasi,dekonsentrasi dan pembantuan /medebewind, secara kurang  benar.

	Tidak menguraikan konsep konsep Pemerintahan Daerah, pengertian konsep konsep devolution dan manfaat, devolution dan pelayanan public ,asas asas pemerintahan daerah Desentralisasi,dekonsentrasi dan pembantuan /medebewind, secara benar.

	Tidak menguraikan sama sekali  konsep konsep Pemerintahan Daerah, pengertian konsep konsep devolution dan manfaat, devolution dan pelayanan public ,asas asas pemerintahan daerah Desentralisasi,dekonsentrasi dan pembantuan /medebewind, secara benar.

	20%
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	Post test

	Tes lisan dan quiz (sebagai nilai tambahan/bonus)
	Menguraikan konsep ombudsman dan pelayanan public

Pengertian maladministrasi,laporan dan rekomendasi komisi,secara benar dan sempurna.

	Menguraikan konsep ombudsman dan pelayanan public

Pengertian maladministrasi,laporan dan rekomendasi komisi,secara benar.

	Menguraikan konsep ombudsman dan pelayanan public

Pengertian maladministrasi, laporan dan rekomendasi komisi,secara kurang benar.

	Tidak Menguraikan konsep ombudsman dan pelayanan public

Pengertian maladministrasi,laporan dan rekomendasi komisi.

	Tidak menguraikan sama sekali konsep ombudsman dan pelayanan public

Pengertian maladministrasi,laporan dan rekomendasi komisi.

	0%
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	Post test

	Tes  tulisan (UAS)
	Menguraikan objek sengketa antara pejabat public dengan masyarakat, konsep perbuatan melawan hukum pejabat, perlindungan pejabat public dan masyarakat kompetensi absolut dan relative dan putusan pengadilan TUN, ex nunc dan ex tunc, secara benar dan sempurna.

	Menguraikan objek sengketa antara pejabat public dengan masyarakat, konsep perbuatan melawan hukum pejabat, perlindungan pejabat public dan masyarakat kompetensi absolut dan relative dan putusan pengadilan TUN, ex nunc dan ex tunc, secara benar.

	Menguraikan objek sengketa antara pejabat public dengan masyarakat, konsep perbuatan melawan hukum pejabat, perlindungan pejabat public dan masyarakat kompetensi absolut dan relative dan putusan pengadilan TUN, ex nunc dan ex tunc, secara kurang benar.

	Tidak menguraikan objek sengketa antara pejabat public dengan masyarakat, konsep perbuatan melawan hukum pejabat, perlindungan pejabat public dan masyarakat kompetensi absolut dan relative dan putusan pengadilan TUN, ex nunc dan ex tunc.

	Tidak menguraikan samasekali objek sengketa antara pejabat public dengan masyarakat, konsep perbuatan melawan hukum pejabat, perlindungan pejabat public dan masyarakat kompetensi absolut dan relative dan putusan pengadilan TUN, ex nunc dan ex tunc.

	5%


Komponen penilaian :

Absensi kehadiran mahasiswa  (minimal kehadiran 75 % prasyarat Perkuliahan)

1. Tugas

= 40 %
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= 30 %

3. UAS

= 30 % 
Jakarta, 

Mengetahui, 











Ketua Program Studi,







Dosen Pengampu,

NURHAYANI, SH,MH.







Drs. AGUS PRIBADIONO, SH,MH.




�


















































